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RINGKASAN 

Implementasi BPHTB Program  Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap Pada  

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu;  Suci Meyliana Azzahra, 210903101091; 

2024;  28 halaman ; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Adminitrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Laporan Tugas Akhir dengan tema  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan 

pada tanggal 15 Januari 2024 sampai 28 Maret 2024 di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Batu. Tujuan  dari diadakannya Praktik Kerja Nyata ini untuk  menjelaskan   

pelaksanaan   program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB  yang 

ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 

 Pemerintah mempunyai inovasi baru dalam pendaftaran tanah dengan 

memperkenalkan program pendaftaran tanah yang sistematis dan dikenal dengan 

singkatan PTSL. Program PTSL menjadi salah satu sumber pendapatan potensial 

bagi sektor BPHTB. BPHTB yang ada di Kota Batu telah diatur di dalam peraturan 

daerah dan peraturan walikota batu. Tarif Bea Perolahan Hak atas Tanah dan 

Bngunan yang ada di Kota Batu sebesar 5 %. Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan di Kota Batu dilakukan secara Self Assessment System. 

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh  Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pendaftaran 

tanah  di wilayah tersebut secara komprehensif dan sistematis. Tujuan dari program 

ini adalah adanya kepastian hukum  kepemilikan tanah dan meningkatkan 

pendapatan daerah melalui pengelolaan BPHTB yang lebih efisien.  Kota Batu 

merupakan salah satu kota di Jatim yang ikut serta dalam program PTSL pada tahun 

2018.  Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Batu memberikan pembebasan BPHTB 

bagi peserta PTSL. Dengan adanya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dapat membantu mempercepat Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memegang peran dalam 

implemantasi program PTSL pada BPHTB Kota Batu yaitu melukan 
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penelitian/verifikasi kelengkapan administrasi terhadap setiap penerimaan 

dokumen SSPD-BPHTB yang menjadi kewajiban wajib pajak. Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan untuk keperluan penghitungan, pembayaran,dan pelaporan 

pajak yang terutang. 

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan 

SSPD melalui PPAT/Notaris, dan PPAT/S, dengan mengisikan dokumen SSPD 

yang nantinya diakses melalui online pada situs web bapenda.batukota.go.id. 

Dalam pelaksanaan PTSL pada BPHTB pastinya memiliki beberapa faktor yang 

harus ditimbangkan, adanya faktor dari sumber daya manusia yang mempunyai 

dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi, karena 

implementasi akan lambat tanpa kebijakan Sumber Daya Manusia yang andal. Oleh 

karena itu, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap di Kota 

Batu memerlukan sumber daya dan kemampuan pengendalian lapangan yang 

memadai dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 258/UN25.1.2/SP/2024, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi selain 

pangan dan sandang. Setiap mempunyai tanah masyarakat harus mendaftarkan 

tanahnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum atas hak tanah milik masyarakat Indonesia. Pendaftaran Tanah merupakan 

salah satu langkah awal bagi pemilik tanah untuk memperoleh sertifikat 

kepemilikan yang disetujui dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk 

melakukan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan surat bukti hak atas 

berlaku sebagai alat bukti yang terkuat.  

Pemerintah menciptakan inovasi baru dalam pendaftaran tanah dengan 

memperkenalkan program pendaftran tanah yang sistematis dan dikenal dengan 

singkatan PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam 

(Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftran Tanah Sistematis 

Lengkap). Tentu adanya program PTSL, maka peserta PTSL dapat diberikan 

pengurangan 100% dari BPHTB terutang. 

Penerimaan BPHTB di Bapenda Kota Batu  juga telah mencapai tingkat yang 

sangat tinggi karena adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak seperti 

BPN,Notaris, dan Kepala Desa. Pemerintah Kota Batu telah melakukan perbaikan 

infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang sangat 

membantu dalam meningkatkan efektivitas program PTSL dan pemungutan 

BPHTB. 

Tabel 1 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor BPHTB Kota Batu 

Tahun 2021 s/d Tahun 2023 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

1 2021 38.077.804.745,00 39.745.652.293,00 104,38% 

2 2022 45.082.992.794,00 50.268.417.504,00 111,50% 

3 2023 61.010.751.353,00 52.384.185.735,00 85,86% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2024) 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) salah satu Pajak Daerah yang paling potensial untuk 

mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dikarenakan 

dari tahun 2021 s/d 2023 selalu melampaui target yang ditentukan dan jumlah 

penerimaannya selalu bertambah setiap tahun. 

Berdasarkan uraian diatas untuk membahas dalam Laporan Praktek Kerja 

Nyata dengan judul “ Implementansi BPHTB Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap Pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul 

dalam laporan ini adalah Bagaimana Implementasi BPHTB Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu? 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu : mengetahui dan menjelaskaan 

tentang Implementasi BPHTB Program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap pada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

   Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang perpajakan 

serta sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja. 

1.4.2 Bagi Univeritas Jember 

   Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu.  

1.4.3 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

   Sarana dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Universitas baik 

dalam bidang akademisi maupun organisasi. 
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BAB 2. TINJAUAN TEORI 

2.1 Pajak Daerah 

Menurut (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, 2023, hlm. 4) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 

2.2 Jenis Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut (Mardiasmo,2019) ada 3 sistem pemungutan pajak antara lain: 

Official Assessment System,merupakan sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan 

yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. Withholding System, merupakan sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Dengan diberlakukanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

melalui Peraturan Daerah Kota Batu Noomor 4 tahun 2023 dalam sistem pajak 

daerah seperti yang sudah terlampir pada halaman lampiran,Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dalam perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
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2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

   Dasar pengenaan  BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai 

perolehan objek pajak  sebagai berikut: harga transaksi jual beli; nilai pasar 

pertukaran, hibah, wasiat, warisan, penghasilan dalam perusahaan atau badan 

hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemberian hak baru 

atas tanah, dan harga pembelian yang tercantum dalam risalah lelang untuk 

menyebutkan nama pembeli di lelang. 

2.3.3 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Tarif dan 

Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib 

Pajak di wilayah Daerah tempat terutang. Dalam hal perolehan hak karena hibah 

wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, NPOPTKP ditetapkan sebesar 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 

5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 

dalam (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah). Adapun cara menghitung BPHTB adalah: BPHTB = (NPOP 

– NPOPTKP) x Tarif Pajak 

2.4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Menurut (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap, 2018, hlm. 6) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik 

dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk 

keperluan pendaftarannya.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

   Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Batu Jl. Panglima Sudirman 507 Blok B Lt.1 Balai Kota Among Tani, Kota 

Batu dan mendapatkan penempatan pada  Mall Pelayanan Publik Kota Batu di 

Bidang Pelayanan dan Informasi Badan Pendapatan Daerah. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

     Sesuai dengan Surat Tugas Nomor 258/UN25.1.2/SP/2024 Praktik Kerja 

Nyata dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 sampai 28 Maret 2024 di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batu. Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 49 hari 

kerja dan dilakukan sesuai dengan jam kerja pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Batu. 

Tabel 3 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d Kamis 

Jumat 

Sabtu dan Minggu 

08.00 – 15.00 

07.30 – 14.00 

Libur 

12.00 – 13.00 

11.30 – 12.30 

Libur 

   Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2024) 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Batu ini ditulis dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB Kota Batu”,yang 

mana sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama magang. Selama kegiatan 

Praktik Kerja Nyata di tempatkan  pada Bidang Pelayanan dan Informasi dengan 

mengerjakan terkait pajak daerah, seperti pengurusan pengajuan hak waris dan 

perhitungan BPHTB, melayani pengurusan sertifikat bertanda merah dan 
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memulihkan dengan memngajukan BPHTB yang akan mengikuti program 

PTSL,mengregister laporan pajak mamin melalui aplikasi SIMPENDA, 

mengregister permohonan Surat Keterangan BPHTB, mencetak catatan 

pembayaran PBB menggunakan e-PBB, mencetak lembar monitoring untuk 

permohonan pengajuan mutasi,buka blokir,perekaman, pembetulan luas,nama, 

perhitungan BPHTB jenis perolehan hibah,waris, jual-beli menggunakan simulasi 

perhitungan BPHTB,melayani wajib pajak untuk permasalahan buka blokir dan 

mencetak salinan e-SPPT mengunakan situs web Bapenda.batukota.go.id, 

mencetak Surat Pelunasan Pembayaran PBB yang berstempel untuk persyaratan 

mengikuti program PTSL, membuat rekapitulasi berkas validasi BPHTB yang 

belum diambil tahun 2021, mengverifikasi pajak hotel dan mamin mengunakan 

aplikasi SIMPEDA dan melayani wajib pajak terkait permasalahan pengurusan 

sertifikat warisan untuk permohonan pengajuan BPHTB. Dengan kegiatan Praktik 

Kerja Nyata tersebut, memiliki keterkaitan dengan judul yang akan dibahas  dalam 

Laporan Tugas Akhir, sehingga memudahkan dalam memeperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata 

ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema dan gambar (Rofiah, 2022). Data Kualitatif pada Laporan Tugas 

Akhir ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di bidang pelayanan dan 

informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 

3.3.2 Sumber Data 

   Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diberikan langsung kepada 

pengumpul data (Suminarsih & Afandi, 2023). Dalam kegiatan ini pengumpulan 
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data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pegawai di bidang 

pelayanan dan informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diberikan tidak langsung kepada 

pengumpul data (Siregar dkk., 2022). Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini 

penulis meminta data berkaitan dengan implementasi program PTSL pada BPHTB. 

Selain itu penulis juga menggunakan sumber data dari buku, undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan wali kota batu. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja 

Nyata melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut : 

I) Observasi  

Observasi merupakan metode dalam memperoleh data dengan mengamati 

dan mencatat informasi secara langsung proses menghitung BPHTB, pengajuan 

permohonan balik nama sertifikat, verifikasi pengajuan  BPHTB (Hasibuan dkk., 

2023). 

II) Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pegawai di 

bidang pelayanan dan informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (Ndruru, 

2022). 

III) Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari, mengkaji literatur-literatur berupa buku, internet, undang-undang dan 

peraturan (Putri dkk., 2023). 
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BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

4.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

4.1.1 Gambaran Instansi 

 Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah. 

Badan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah. Badan dalam melaksanakan 

tugas dengan menyelenggarakan fungsi sabagai berikut:  

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub urusan pengelolaan 

pendapatan daerah; 

b) Perumusan rencana strategi sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota; 

c) Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan pendapatan 

daerah; 

d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah; 

e) Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia aparatur Badan; 

f) Penyelenggaraan administrasi Badan; 

g) Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang 

pengelolaan pendapatan daerah; 

h) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;dan 

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA) merupakan salah satu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perencana penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Batu melalui Sekretaris Daerah 

(Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tentang Standar 

Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2023). Berdasarkan 



9 

 

 

 

(Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat 

Daerah Kota Bekasi, 2021) yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.  

 Pemerintah Kota Batu sejak tahun 2001 telah memiliki wewenang dalam 

mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya dengan mengoptimalkan 

pengelolaan kekayaan daerah Kota Batu guna meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan daerah akan berdampak bila pembangunan 

dan pengembangan Kota Batu dapat berjalan dengan maksimal. Upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya melalui pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.  

 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu berupaya untuk terus menggali potensi 

Pajak Daerah secara optimal dengan cara meningkatkan pendapatan daerah melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan peningkatan 

kinerja pemungutan, penyempurnaan dan pengendalian potensi Pajak Daerah serta 

peningkatan dalam kualitas dan inovasi pelayanan publik.  

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

    Visi merupakan gambaran umum masa depan dalam bentuk komitmen 

murni tanpa adanya paksaan, yang kemungkinan besar dimiliki oleh semua pihak 

yang berkepentingan. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menggambarkan 

pencapaian kondisi masa depan dengan memiliki visi "Terwujudnya Pendapatan 

Daerah Yang Optimal Dengan Didukung SDM Yang Profesional dan 

Pelayanan Prima" (Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2023). 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki 

misi sebagai berikut:  



10 

 

 

 

1) Mengoptimalkan pendapatan daerah;  

2) Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan daerah; 

3) Meningkatkan kualitas SDM;  

4) Meningkatkan kualitas pelayanan;  

5) Memanfaatkan teknologi informasi.  

 

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka acuan yang menunjukkan 

seluruh fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda untuk 

mencapai organisasi yang baik, struktur organisasi institusi sangatlah penting. 

Berdasarkan (Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu No 128 Tahun 2020 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan 

Aset Daerahtu nomor 27 2021, 2021) struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kota Batu dapat digambarkan sebagai Berikut: 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPD Kota Batu 
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Adapun tugas  dari masing-masing bidang dalam struktur organisasi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a) Sekretaris  

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan 

sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. 

b) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas sabagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan 

Kepegawaian 

2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan, 

Umum, dan Kepegawaian 

3) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat 

4) Melaksanakan koordinasi penggandaan naskah dinas 

5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan sub bagian 

keuangan, umum, dan kepegawaian 

c) Bidang Pendataan dan Pelayanan 

Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan, 

melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan di bidang pendataan, 

dan pembinaan pendataan, pendaftaran, pelayanan, pengelolaan sistem 

informasi pendapatan. 

d) Sub Bidang Pendataan dan pendaftaran 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran 

2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pendataan dan 

pendaftaran 

3) Melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran wajib pajak daerah 

4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan secara periodik 

data objek dan subjek pungutan serta perkembanganya 
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5) Menyiapkan bahan pengelolaan data dasar potensi pajak daerah, 

objek pajak, dan subjek pajak 

e) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan informasi 

2) Menyiapkan bahan perumusan pelayanan dan informasi pajak dan 

retribusi daerah 

3) Menyiapkan bahan pengelolaan permohonan/ pengajuan 

pendaftaran dan perubahan / mutasi objek pajak serta dokumen 

terkait pajak daerah 

4) Melaksanakan pengelolaan informasi dan pelayanan pengaduan 

wajib pajak 

5) Melaksanakan pelayanan bimbingan dan konsultasi teknis 

pemungutan pajak daerah 

f) Bidang Penilaian dan Penetapan 

Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengordinasikan, 

melaksanakan program, serta mengendalikan dan pembinaan kegiatan 

dibidang penilaian objek, penetapan, dan penyelesaian keberatan pajak 

daerah 

g) Sub Bidang Penetapan Pajak 

Mempunyai tugas sebagai beikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan penetapan pajak 

2) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses penetapan Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) 

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daearah Nihil (SKPDN), Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Pajak 
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Terutang (SPPT), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

4) Menyiapkan bahan pendistribusian pajak daerah kepada Wajib 

Pajak 

5) Menyiapkan bahan kebijakan usulan pembatalan Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) 

h) Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan pengelolaan kenberatan pajak 

2) Menyiapkan bahan pelaksanaan invetarisasi permohonan keberatan 

Wajib Pajak 

3) Menyiapkan bahan pemrosesan surat keputusan penyelesaian 

keberatan Wajib Pajak 

4) Menyiapkan bahan kebijakan permohonan pengurangan dan / atau 

penghapusan sanksi administrasi / keberatan/ keringanan / dan 

denda 

5) Menyiapkan bahan kebijakan perselisihan besaran pengenaan pajak, 

besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih 

bayar 

i) Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan 

Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan, 

melaksanakan program, serta mengendalikan dan pembinaan kegiatan di 

bidang penagihan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah, pelaporan 

dan evaluasi pendapatan daerah. 

j) Sub Bidang Penagihan 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan penagihan pajak daerah 

2) Menyiapkan bahan pengendalian data informasi penagihan pajak 

daerah 

3) Menyiapkan bahan pengoordinasian publikasi dan penagihan pajak 

daerah 
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4) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring penerimaan dan piutang 

pajak daerah  

5) menyiapakan bahan kebijakan Surat Keputusan Penghapusan Pajak 

k) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan 

Mempunyai tugas sabgai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan Pengendalian dan Pengawasan 

2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan 

Pengawasan 

3) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi atas subjek dan objek 

pajak daerah 

4) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak 

daerah 

5) Menyiapkan bahan kebijakan permohonan banding yang diajukan 

oleh Wajib Pajak  

4.2 Implementasi BPHTB Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

Sebelum diberlakukannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL), seringkali belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai status tanah 

dan bangunan di Indonesia. Banyak tanah yang tidak terdaftar atau tidak memiliki 

sertifikat resmi sehingga dapat menimbulkan sengketa dan konflik kepemilikan. 

Status tanah sebelum PTSL, tanah belum terdaftar sebelum PTSL, banyak tanah 

di Indonesia yang tidak terdaftar dalam sistem pertanahan, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Lahan ini seringkali hanya memiliki bukti kepemilikan 

informal, seperti Surat Pernyataan atau Tanda Terima Penjualan yang Tidak Sah. 

Sengketa Tanah: Ketidakpastian status hukum tanah seringkali menimbulkan 

konflik antar individu, keluarga,  bahkan antara masyarakat dan pemerintah. 

Tanpa hak milik yang sah, pemilik tanah berisiko kehilangan haknya atas tanah 

tersebut. Proses Pendaftaran yang Rumit: Sebelum diperkenalkannya PTSL, 

proses pendaftaran tanah melibatkan banyak prosedur birokrasi dan seringkali 
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memakan waktu lama dan rumit.  Oleh karena itu, banyak masyarakat yang ragu 

untuk mendaftarkan tanahnya, dan status tanahnya masih belum jelas. 

Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan beberapa 

tahapan: 

1. Penyuluhan: Petugas Badan Pertanah Nasional (BPN) melakukan 

penyuluhan terlebih dahulu di wilayah desa atau keluaran yang 

menjadi objek pelaksanaan PTSL. 

2. Pendataan: Petugas BPN melakukan pendataan  masyarakat 

dengan mencatat status kepemilikan tanah dan cara perolehan 

tanah, seperti permohonan perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB) dan pajak penghasilan  yang dibayar (PPH). 

3. Pengukuran: proses selanjutnya adalah pengukuran, yang meliputi 

pengukuran pajak dan lebar tanah,penetapan batas tanah,dan 

pengukuran bentuk bidang tanah serta luas bidang tanahnya. 

4. Sidang Panitia A: Sidang panitia ini dilaksanakan oleh tiga orang 

anggota BPN dan seorang perwakilan  desa atau kelurahan.Tujuan 

dari proses ini adalah untuk meninjau data hukum, melakukan 

penyelidikan lapangan, mencatat keberatan, menarik kesimpulan, 

dan memperoleh informasi tambahan lainnya. 

5. Pengumuman dan Pengesahan: Setelah melewati sidang, panitia 

mengumumkan hasil dari sidang tersebut. Kemudian petugas akan 

melakukan pengesahan kurang lebih selama 14 hari dengan syarat 

pengumuman telah ditempel di kantor desa atau Kantor Kelurahan 

ataupun Kantor Pertanahan. 

6. Pembayaran BPHTB: Jika tanah yang didaftarkan dikenakan 

BPHTB (tanah yang diperoleh melalui transaksi jual 

beli,warisan,atau hibah), maka peserta PTSL wajib membayar 

biaya tersebut.Biaya ini ditanggung oleh pemerintah atau peserta 

program dan tidak dipungut biaya. 
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Berdasarkan (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2023) 

13 tahapan atau standar pelaksanaan dalam  Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis, yaitu:  

Tabel 4 1 jhjkxkakmk 

 

Gambar 4. 2 Standar Pelaksanaan PTSL 

(Sumber: JUKNIL PTSL 2023) 

 

Pelaksanaan program PSTL di Kota Batu diawali dengan tahap persiapan 

yang meliputi pengumpulan data tanah, verifikasi, dan validasi. Bapenda Kota Batu 

bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Keuangan 

Daerah (BKD) untuk mendata pertanahan yang  ada.  Data tersebut kemudian diolah 

dan diperiksa untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Bapenda Kota Batu 

kemudian melakukan verifikasi dan verifikasi data tanah tersebut melalui aplikasi 

SIMPEDA. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tanah yang 

dikumpulkan konsisten dengan kenyataan di lapangan. Validasi data tanah 

dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah data tanah  diverifikasi dan divalidasi, bapenda kota batu akan 

melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah ini dilakukan 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS), yang memungkinkan 

pemerintah  memantau dan mengelola data dengan lebih efektif. Pelaksanaan 
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Program PSTL di Kota Batu juga akan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat. Bapenda Kota Batu melakukan kegiatan sosialisasi dan  

edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran 

tanah dan manfaatnya bagi masyarakat setempat. 

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jatim ikut serta dalam program 

PTSL Tahun 2018 (Ayu, 2018). Desa yang terdaftar dalam Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2023 terdiri dari 6 desa yaitu: 

1) Temas 

2) Pesanggarahan 

3) Punten 

4) Bulukerto  

5) Pandanrejo  

6) Sumber Brantas (tanah PII atau Redistribusi) 

Pelaksanaan PTSL Badan Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan  Surat 

Keputusan Walikota Batu No.188.45 tahun 2022 tentang pemberian pembebasan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat pemberian 

pembebasan BPHTB bagi Warga Kota Batu yang mengikuti program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 (Media Online Malang Update 

News 99, 2022). Pembebasan PTSL baru dilaksanakan pada tahun 2022 di 

karenakan dasar penetapan SK Walikota Batu tersebut adanya SK Gubernur yang 

ditanda tangani pada Desember 2021. Surat Keputusan Gubernur dijadikan 

sebagai dasar hukum keluarnya Surat Keputusan Walikota Batu untuk 

pembebasan BPHTB tahun 2022, asas hukum menentukan bahwa hukun tidak 

bisa berlaku surut atau kebelakang. Dengan adanya pembebasan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat membantu percepatan Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program pembebasan BPHTB 

jika nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dibawah Rp 75.000.000 . Sertifikat yang 

diajukan melalui PTSL digratiskan oleh pemerintah untuk mengurus Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditandai dengan stempel 

warna merah yang ada didalam Sertifikat Hak Milik wajib pajak.  
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4.3 Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam pelayanan BPHTB 

melalui implementasi Program PTSL 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  pada 

BPHTB di Wilayah Kota Batu yaitu hanya melakukan penelitian/ verifikasi 

kelengkapan administrasi terhadap setiap penerimaan dokumen SSPD Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban wajib 

pajak (Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 2021). Pemungutan BPHTB 

dilakukan dengan cara self assessment system, yaitu wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk keperluan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak 

yang terutang, kemudian wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

menggunakan Formulir Permohonan Penelitian BPHTB melalui PPAT/Notaris, 

PPAT/S. Dokumen Formulir Permohonan Penelitian BPHTB diisi dengan cara 

mengakses secara online pada situs web bapenda.batukota.go.id. Selain itu, 

dokumen pendukung harus diunggah di website bapenda.batukota.go.id sebagai 

berikut: 

A. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bargunar 

dari Waris wajib dilampiri:  

1) Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB;  

2) SPPT PBB tahun beialan dan tidak ada tunggakan PBB;  

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Ahli Waris;  

4) Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian;  

5) Surat Pernyataan Ahli Waris:  

6) Foto objek pajak disertai titik koordinat;  

7) Surat Kuasa jika dikuasakan; dan   

8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penerima Kuasa. 
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Gambar 4. 3 Formulir Permohonan Penelitian BPHTB 

 
 (Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota batu) 

 

B. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bargunan 

dari Pendaftaran Tanah Sistematis kngkap (PTSL) wajib dilampiri:  

1) Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB;  

2) SPPT PBB sesuai tahun penerbitan sertifikat dan tidak ada tunggakan 

PBB;  

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemberi dan/atau 

Penerima Hak;  

4) Fotokopi Sertfikat PTSL;  

5) Foto objek pajak disertai titik koordinat;  
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6) Surat Kuasajika dikuasakan; dan  

7)  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penerima Kuasa 

 

Hasil penelitian BPHTB diterima dan Wajib Pajak selanjutnya diberikan 

Nomor Pokok Objek Pajak (NlOP atau Kode Pembayaran) melalui PPAT/Notaris, 

PPAT/S sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 4 Nomor Pelayanan BPHTB 

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota batu) 

 

Jika setelah melakukan penghitungan,pembayaran dan pelaporan pajak 

yang terutang Wajib Pajak akan diberikan SSPD-BPHTB melalui PPAT/Nataris, 

PPAT/S sebagai berikut: 
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Gambar 4. 5 Surat Setoran Pajak Daerah  BPHTB 

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota batu) 

 Hasil pengajuan  Permohonan Penelitian BPHTB yang telah selesai dan 

bukti validasi SSPD-BPHTB ini bukti sudah mengajukan BPHTB yang terutang. 

Untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik yang bertanda merah memulihkan dengan 

mengajukan BPHTB, adanya tanda merah didalam Sertifikat Hak Milik maka 

masih ada tagihan yang belum diabayar atau yang belum di selesaikan BPHTB. 
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4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB Kota Batu 

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB 

Kota Batu memerlukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang perlu 

ditimbangkan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi 

pada program PTSL: 

4.4.1 Faktor Pendukung 

1)  Keterlibatan Pihak Berwenang 

Keterlibatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Kepala Desa, dan 

Badan Pendapatan Daerah (BPD) dalam proses pendaftaran tanah 

sistematis lengkap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya program ini. Mereka dapat memberikan informasi yang jelas 

dan tepat mengenai prosedur pendaftaran dan manfaatnya.  

2)  Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia mempunyai dampak yang sangat besar terhadap 

keberhasilan implementasi, karena implementasi akan lambat tanpa 

kebijakan SDM yang andal (Agusyanti & Sujianto, 2023). Oleh karena itu, 

pelaksanaan Program Pertanahan Total Sistematis (PTSL)  di Kota Batu 

memerlukan sumber daya dan kemampuan pengendalian lapangan yang 

memadai dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL).  

Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan efektivitas dan kelayakan 

program PTSL, penting untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari 

personel yang kompeten dan berpengalaman di sektor pertanahan. Tim ini 

akan berperan penting dalam berbagai aspek program, termasuk 

pengukuran, sosialisasi, dan pelaksanaan, serta memastikan terlaksananya 

prosedur pendaftaran tanah secara sistematis sesuai dengan peraturan 

BPHTB. Keahlian dan keterampilan individu di sektor pertanahan, 

khususnya di bidang teknis dan hukum, merupakan hal yang sangat penting 

bagi keberhasilan pelaksanaan program PTSL. Para profesional ini akan 



23 

 

 

 

memberikan bantuan yang berharga dalam memasukkan data sertifikasi, 

melakukan pengukuran dan verifikasi data, dan memastikan kepatuhan 

terhadap pedoman BPHTB untuk memasukkan data.  

3)  Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat Kota Batu  mengikuti program PTSL dengan sangat antusias. 

 Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah peserta kegiatan sosialisasi 

dan pendaftaran PTSL. Masyarakat memahami pentingnya memiliki 

sertifikat tanah dan bersedia berpartisipasi aktif dalam program ini. 

Keterlibatan masyarakat juga tercermin dari kesediaan mereka untuk 

memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk proses pendaftaran PTSL. 

Hal ini memudahkan Badan Pendapatan Daerah dan BPN dalam 

melakukan verifikasi dan penerbitan sertifikat. Selain itu, masyarakat juga 

berperan aktif dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan PTSL di 

lingkungannya. 

 

4.4.2 Faktor Penghambat 

1) Kurangnya Sumber Daya  

Penyelenggaraan PTSL memerlukan sumber daya manusia yang memadai, 

baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Bukan hanya terbatasnya jumlah 

personel survei dan pemetaan tanah, namun juga kurangnya keterampilan 

teknis personel dapat menghambat proses pelaksanaan PTSL. Hal ini dapat 

memperlambat proses survei, pemetaan dan penerbitan sertifikat tanah. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga dapat menyebabkan 

kesalahan dan ketidakakuratan data yang dihasilkan sehingga dapat 

menghambat proses sertifikasi tanah. 

 Pemerintah Daerah Kota Batu perlu meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL. Hal ini dapat dicapai 

melalui  pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan personel 

dalam bidang survei, pemetaan dan penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, 

pemerintah daerah juga perlu menambah jumlah personel yang terlibat 

dalam program PTSL untuk mencapai tujuan dan mencapai hasil yang 



24 

 

 

 

optimal. Mempekerjakan tenaga profesional dan teknisi berpengalaman 

dapat menjadi  solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. 

2) Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan PTSL melibatkan berbagai otoritas terkait seperti BPN, 

pemerintah daerah, dan masyrakat. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi 

antar lembaga pemerintah dapat menyebabkan duplikasi peran dan 

tanggung jawab serta menghambat pelaksanaan program. Misalnya, 

terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah dan BPN 

mengenai identifikasi properti terdaftar.  

Pemerintah daerah mungkin mempunyai data dan informasi yang berbeda 

dengan BPN, sehingga sulit menentukan properti mana saja yang masuk 

dalam program PTSL. Selain itu, kurangnya koordinasi juga dapat 

menyebabkan  pembagian tugas dan tanggung jawab antar otoritas tidak 

jelas. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di lapangan dan 

menghambat proses pelaksanaan PTSL. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

Pemerintah Daerah Kota Batu sebaiknya meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi dengan BPN dan instansi terkait lainnya. Hal ini dapat 

dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, pertukaran data dan informasi, 

serta pengelolaan bersama pelaksanaan program PTSL. 

3) Permasalahan Lahan dan Kepemilikan Tanah 

Terdapat beberapa permasalahan terkait status kepemilikan tanah, antara 

lain: Sengketa batas wilayah, tumpang tindih hubungan kepemilikan, dan 

ketidakjelasan batas wilayah. Permasalahan ini dapat menghambat proses 

survei dan pemetaan tanah pada program PTSL. Hal ini juga dapat 

mengakibatkan tertundanya penerbitan sertifikat properti. Jika terjadi 

perselisihan atau permasalahan mengenai kepemilikan tanah, maka proses 

sertifikasi akan diblokir hingga permasalahan tersebut terselesaikan. 

 Pemerintah Daerah Kota Batu hendaknya proaktif menyelesaikan 

permasalahan tanah dan kepemilikan tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui  

mediasi, negosiasi, atau bahkan penyelesaian sengketa di pengadilan. 
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 Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan inventarisasi dan 

pendataan yang lebih komprehensif mengenai status kepemilikan tanah di 

wilayahnya. 

 Hal ini akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan 

yang ada sehingga proses pendaftaran tanah melalui program PTSL dapat 

berjalan lebih lancar. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batu, maka penulis banyak mendapatkan pengetahuan 

mengenai perpajakan yang dapat disimpulkan sabagai berikut: 

1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah 

sistematis dilakukan secara serentak dengan tujuan untuk menyediakan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum pajak. Pelaksanaan program PSTL 

di Kota Batu diawali dengan tahap persiapan yang meliputi pengumpulan data 

tanah, verifikasi, dan validasi. Bapenda Kota Batu bekerja sama dengan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk 

mendata pertanahan yang  ada.  Pada tahun 2022 adanya pemberian 

pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL. 

2) Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan 

dengan cara self assessment system, yang dimana wajib pajak harus 

menghitung, memungut dan melaporkan pajaknya sendiri. Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu memegang peran dengan melakukan penelitian/ verifikasi 

kelengkapan administrasi terhadap setiap penerimaan dokumen SSPD Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban 

wajib pajak.  

3) Dengan adanya PTSL adanya penambahan objek PBB-P2 baru, objek pajak 

baru berkontribusi terhadap penerimaan PBB-P2. PBB-P2 merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang penting dengan adanya PTSL,dikarenakan 

terdapat peningkatan penerimaan PBB-P2 setelah diterapkannya PTSL dari 

tahun 2021 s/d 2023 selalui melampui target yang ditentukan dan jumlah 

penerimaanya selalu bertambah setiap tahun. 
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5.2 Saran 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu agar pemerintah mempertimbangkan 

untuk memberikan pembebasan BPHTB tidak hanya kepada peserta tahun 2022, 

tetapi juga kepada peserta sebelumnya, mengingat program ini telah berjalan sejak 

2018. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi protes 

muncul terkait kebijakan yang terkesan diskriminatif. 
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Lampiran 2. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Pengantar BAKESBANGPOL  
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Lampiran 4. Surat Penerimaan Tempat PKN  
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39 

 

 

 

Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 

 
 

 



40 

 

 

 

Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Supervisi  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH    

PERIODE : 01 January 2023  s/d  31 December 2023    

      

NO. KODE REKENING JENIS PENERIMAAN TARGET TH_2022 JUMLAH % 

1 1 20 05 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel       39.978.514.135,00        41.771.520.658,00        104,48  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima               4.345.390.459                7.287.169.991        167,70  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat               4.345.390.459              13.668.900.299        314,56  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga               4.345.390.459              11.182.305.219        257,34  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua               4.345.390.459                      96.590.411            2,22  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu               4.345.390.459                      30.702.270            0,71  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga               4.345.390.459                4.924.124.968        113,32  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua               4.345.390.459                    221.730.719            5,10  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu               4.345.390.459                1.585.710.071          36,49  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 11 Gubuk Pariwisata (Cottage)               4.345.390.463                1.824.764.509          41,99  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 12 Losmen                   750.000.000                    801.983.788        106,93  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 13 Rumah Penginapan (Home Stay)                     20.000.000                      11.510.908          57,55  

  1 20 05 00 00 4 1 1 01 14 Wisma Pariwisata / Villa                   100.000.000                    136.027.505        136,03  

            

2 1 20 05 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran       32.508.922.081,00        33.943.848.512,00        104,41  

  1 20 05 00 00 4 1 1 02 01 Restoran             13.906.215.541              25.910.369.856        186,32  

  1 20 05 00 00 4 1 1 02 02 Rumah Makan               2.750.000.000                2.569.221.084          93,43  

  1 20 05 00 00 4 1 1 02 03 Cafe             13.906.215.540                3.427.312.079          24,65  

  1 20 05 00 00 4 1 1 02 04 Kantin                                        -                              46.000   -  

  1 20 05 00 00 4 1 1 02 05 Katering               1.871.491.000                2.028.645.483        108,40  

  1 20 05 00 00 4 1 1 02 06 Warung                     75.000.000                        8.254.010          11,01  

            

3 1 20 05 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan       40.374.050.759,00        35.642.565.032,00          88,28  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop                   400.000.000                    422.405.005        105,60  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 05 Pameran             35.844.050.759              31.525.205.265          87,95  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke                   100.000.000                      96.236.313          96,24  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor                                        -                        1.954.545   -  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan               4.000.000.000                3.558.430.817          88,96  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 16 Panti Pijat/Refleksi                     30.000.000                      29.613.750          98,71  

  1 20 05 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran                                        -                        8.719.337   -  

            

4 1 20 05 00 00 4 1 1 04  Pajak Reklame          2.250.000.000,00           2.126.962.442,00          94,53  

  1 20 05 00 00 4 1 1 04 01 Rek. Papan/Permanen               1.500.000.000                1.574.540.687        104,97  

  1 20 05 00 00 4 1 1 04 02 Rek. Kain                   750.000.000                    552.421.755          73,66  

            

5 1 20 05 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan       17.106.516.617,00        17.987.602.184,00        105,15  

  1 20 05 00 00 4 1 1 05 01 Penerangan Jalan PLN             17.106.516.617              17.987.602.184        105,15  

            

6 1 20 05 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir          2.281.710.009,00           1.942.854.567,00          85,15  

  1 20 05 00 00 4 1 1 07 01 Parkir               2.281.710.009                1.942.854.567          85,15  

            

7 1 20 05 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah          1.203.246.046,00              727.021.811,00          60,42  

  1 20 05 00 00 4 1 1 08 01 Air Tanah               1.203.246.046                    727.021.811          60,42  

            

8 1 20 05 00 00 4 1 1 12 Pajak PBB P-2       17.000.000.000,00        17.170.909.011,00        101,01  

  1 20 05 00 00 4 1 1 12 01 Bumi dan Bangunan (PBB-P2)             17.000.000.000              17.170.909.011        101,01  

            

9 1 20 05 00 00 4 1 1 13 Pajak BPHTB       61.010.751.353,00        52.384.185.735,00          85,86  

  1 20 05 00 00 4 1 1 13 01 BPHTB             61.010.751.353              52.384.185.735          85,86  
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    JUMLAH     213.713.711.000,00      203.697.469.952,00          95,31  

            

10 1 20 05 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak       

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 01 Denda Pajak Hotel                                        -                      21.242.583   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 02 Denda Pajak Restoran                                        -                      37.499.271   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 03 Denda Pajak Hiburan                                        -                        5.547.340   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 07 Denda Pajak Parkir                                        -                            259.080   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 08 Denda Pajak Air Tanah                                        -                        7.211.615   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 12 Denda PBB-P2                                        -                    948.619.095   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 07 13 Denda BPHTB                                        -                    457.500.000   -  

  1 20 05 00 00 4 1 4 18 01 Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya                                        -                        1.720.270   -  

    JUMLAH                                        -           1.479.599.254,00    

    TOTAL     213.713.711.000,00      205.177.069.206,00    
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No Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 

Senin, 15 Januari 

2024 

 

Diterima Praktek Kerja 

Nyata di Badan 

Pendapatan Kota Batu 

Mengetahui Kantor 

dan Perkenalan kepada 

karyawan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kota Batu 

Ibu Damayanti 

2 

Selasa, 16 Januari 

2024 

 

Melakukan rekapitulasi 

berkas BPHTB yang 

belum diambil dan 

membantu melayani WP 

atas pengurusan, 

pengajuan hak waris dan 

simulasi tata cara 

perhitungan Pajak 

BPHTB 

Mendapatkan 

pengetahuan atas 

kepengurusan hak 

waris WP dan 

mengetahui tata cara 

perhitungan Pajak 

BPHTB 

Ibu Ririn 

3 

Rabu, 17 Januari 

2024 

 

Membantu pengecekan 

berkas validasi surat 

setoran pajak daerah dan 

memberikan nomor 

SSPD dalam daftar 

penerimaan Pajak 

BPHTB 

Mengetahui berkas 

validasi WP dan berkas 

SSPD pada penerimaan 

Pajak BPHTB Ibu Ririn 

4 

Kamis, 18 Januari 

2024 

 

Melakukan pengurutan 

nomor SSPD-BPHTB 

dan melayani WP terkait 

pengajuan Pajak BPHTB 

dalam permasalahan 

sertifikat warisan 

Mengetahui cara 

pengajuan Pajak 

BPHTB dalam 

permasalahan sertifikat 

warisan 

Ibu Ririn 
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No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

5 

Jumat, 19 Januari 

2024 

 

Melayani WP menangani 

permasalahan sertifikat 

warisan dan pengajuan 

untuk pelaporan Pajak 

BPHTB 

Mengetahui tata cara 

untuk pengajuan 

BPHTB dan 

mengetahui Pelaporan 

Pajak BPHTB. 

Ibu Ririn 

6 

Senin, 22 Januari 

2024 

 

Melayani Wajib Pajak 

untuk pengurusan 

sertifikat bertanda merah 

dan memulihkan dengan 

mengajukan BPHTB 

yang akan mengikuti 

program PTSL 

Mengetahui cara 

pengurusan sertifikat 

tanda merah yang 

berartikan masih 

adanya tagihan yang 

belum dibayar 

Ibu Ririn 

7 

Selasa, 23 Januari 

2024 

 

Mempelajari Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 

2023 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Dapat mengetahui isi 

dalam Peraturan 

Daerah Nomor Tahun 

2023 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Ibu Ririn 

8 

Rabu, 24 Januari 

2024 

 

Menindak lanjuti naskah 

tentang pengantar 

perhitungan Pajak 

Reklame di daftar 

disposisi melalui situs 

web SRIKANDI 

Mengetahui isi naskah 

tentang perhitungan 

Pajak Reklame melalui 

web SRIKANDI 
Ibu Farida 

9 

Kamis, 25 Januari 

2024 

 

Menindak lanjuti naskah 

perhitungan Pajak 

Reklame di daftar 

disposisi melalui situs 

web SRIKANDI 

Mengetahui isi naskah 

tentang perhitungan 

Pajak Reklame melalui 

web SRIKANDI 

Ibu Farida 
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No 

 

Waktu 

 

Kegiatan Hasil Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

10 
Jumat, 26 Januari 

2024 

 

Membuat rekapitulasi 

penerimaan Pajak Daerah 

selama bulan Januari 

tahun 2024 

Mengetahui Data 

penerimaan Pajak 

Daerah selama bulan 

Januari tahun 2024 

Ibu Damayanti 

11 

Senin, 29 Januari 

2024 

 

Mengregister Verifikasi 

Laporan Pajak Mamin 

dan Sewa Gedung di 

situs web 

Bapenda.batukota.go.id 

Mengetahui Cara 

Verifikasi Laporan 

Pajak Mamin dan sewa 

Gedung di web 

Bapenda.batukota.go.id 

Ibu Tyas 

12 

Selasa, 30 Januari 

2024 

 

Melakukan penomoran 

dan pengecekan 

penerimaan Pajak 

BPHTB di daftar 

penerimaan BPHTB 

Mengetahui Data 

Laporan penerimaan 

Pajak BPHTB Badan 

Pendapatan Daerah 

Kota Batu 

Ibu Ririn 

13 

Rabu, 31 Januari 

2024 

 

Melakukan pengecekan 

ulang berkas Pajak Hotel 

tahun 2012 untuk 

pemeriksaan oleh BPK 

Mengetahui Data 

penerimaan Pajak 

Hotel selama periode 

tahun 2012 

Ibu Anita 

14 

Kamis, 1 Februari 

2024 

 

Melakukan pengurutan 

nomor berkas validasi 

pada bulan desember 

2023 dari yang terkecil 

ke yang paling besar 

Mengetahui Data 

Laporan Penerimaan 

Pajak BPHTB pada 

bulan desember 2023 

Ibu Ririn 

15 

Jumat, 2 Februari 

2024 

 

Melakukan pengarsipan 

berkas validasi BPHTB 

bulan Desember 

Mempermudah 

pengecekan berkas- 

berkas validasi yang 

telah selesai yang 

nantinya ada 

pemeriksaan oleh BPK 

Ibu Ririn 



83 

 

 

 

No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

16 

Senin, 5 Februari 

2024 

 

Melakukan rekapitulasi 

Pajak Daerah dalam 

Laporan Pendataan pada 

bulan Februari tahun 

2024 

Mengetahui Data 

Laporan penerimaan 

Pajak Daerah pada 

bulan Februari tahun 

2024 

Ibu Damayanti 

17 

Selasa, 6 Februari 

2024 

 

Membantu melayani WP 

untuk permohonan surat 

keterangan Pajak BPHTB 

Mengetahui cara 

pengajuan permohonan 

surat keterangan 

BPHTB 

Ibu Ririn 

18 

Rabu, 7 Februari 

2024 

 

Melakukan pengarsipan 

berkas Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD- 

BPHTB) pada bulan 

Desember 2023 

Mengetahui cara agar 

mempermudahkan 

untuk pengecekan 

berkas pada saat 

pemeriksaan oleh BPK 

Ibu Ririn 

19 

Senin, 12 Februari 

2024 

 

Membuat rekapitulasi 

berkas validasi SSPD- 

BPHTB yang belum 

diambil tahun 2022 

Mempermudah untuk 

pengambilan berkas 

validasi SSPD-BPHTB 

pada tahun 2022 yang 

belum diambil 

Ibu Ririn 

20 

Selasa, 13 Februari 

2024 

 

Membuat rekapitulasi 

berkas validasi SSPD- 

BPHTB yang belum 

diambil tahun 2022 

Mempermudah untuk 

pengambilan berkas 

validasi SSPD-BPHTB 

pada tahun 2022 yang 

belum diambil 

Ibu Ririn 

21 

Kamis, 15 Februari 

2024 

 

Melayani WP untuk 

Permohonan SK-BPHTB 

dalam pembuatan 

sertifikat tanah yang 

telah di mutasi 

Mengetahui cara 

menangani permasalah 

pembuatan sertifikat 

tanah yang telah di 

mutasi 

Ibu Ririn 
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No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

22 

Jumat, 16 Februari 

2024 

 

Membantu melayani WP 

untuk mencetakan 

catatan pembayaran dan 

mencetakan salinan 

SPPT-PBB 

Mengetahui cara 

pembayaran dan 

mengetahui berkas 

salinan SPPT-PBB 

Bapak Prasetyo 

dan Bapak 

Mutaqin 

23 
Senin , 19 Februari 

2024 

 

Melakukan disposisi/ 

menindaklanjuti surat 

masuk yang ada di situs 

web SRIKANDI 

Mengetahui isi dari 

surat-surat yang masuk 

dalam situs web 

SRIKANDI 

Ibu Farida 

24 

Selasa , 20 Februari 

2024 

 

Membantu pengecekan 

berkas Surat Keterangan 

Pajak Daerah Restoran 

yang akan diserahkan ke 

BPK untuk melakukan 

pemeriksaan 

Mengetahui isi Surat 

Keterangan Pajak 

Daerah Restoran 

Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu 

Ibu Anita 

25 

Rabu, 21 Februari 

2024 

 

Melakukan pengecekan 

ulang Surat Setoran 

Pajak Daerah BPHTB 

dan melengkapi berkas 

validasi yang belum 

lengkap 

Mengetahui isi pada 

berkas validasi SSPD- 

BPHTB dan 

perhitungan BPHTB 

Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu 

Ibu Ririn 

26 

Kamis, 22 Februari 

2024 

 

Membantu melayani 

Notaris untuk 

mengajukan Permohonan 

Surat Keterangan Luas 

tanah Pajak BPHTB 

Mengetahui cara untuk 

mengajukan 

permohonan terkait 

pembetulan luas tanah 

Pajak bphtb 

Ibu Ririn 
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No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

27 

Jumat, 23 Februari 

2024 

 

Mengeprint Lembar 

Monitoring untuk 

permohonan pengajuan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru PBB-P2 

Mengetahui cara untuk 

menindak lanjuti 

terkait permasalahan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru PBB-P2 

Ibu Damayanti dan              Ibu 

Ririn 

28 

Senin, 26 Februari 

2024 

 

Melakukan pengarsipan 

berkas Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD- 

BPHTB) dan merekap 

Laporan Pendataan Pajak 

Daerah untuk bulan 

Februari 2024 

Mengetahui cara 

memudahkan 

pengarsipan berkas 

validasi SSPD-BPHTB 

untuk pemeriksaan 

BPK 

Ibu Ririn dan Ibu 

Damayanti 

29 

Selasa, 27 Februari 

2024 

 

Melayani WP untuk 

mengurus sertifikat yang 

ada tanda merah dan 

pengajuan permohonan 

BPHTB 

Mengetahui 

penanganan 

permasalahan sertifikat 

yang bertanda merah 

Ibu Ririn 

30 

Rabu, 28 Februari 

2024 

 

Membuat Surat 

Keterangan terkait Surat 

Setoran Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Mengetahui isi Surat 

Keterangan terkait 

Surat Setoran Bea 

Perolehan Ha katas 

Tanah dan Bangunan 

Ibu Damayanti 

31 

Kamia, 29 Februari 

2024 

 

Membantu untuk 

simulasi perhitungan 

permohonan surat 

keterangan BPHTB 

untuk jenis perolehan 

Hibah 

Mengetahui cara 

perhitungan Pajak 

BPHTB Badan 

Pendapatan Kota Batu 

Ibu Ririn 
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No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

32 

Jumat, 1 Maret 2024 

Melayani Wajib Pajak 

untuk mencetakan Surat 

Pelunasan Pembayaran 

PBB yang berstempel 

Mengetahui berkas 

Persyaratan untuk 

mengikuti Program 

Pemerintah PTSL 

Ibu Ririn 

33 

Senin , 4 Maret 2024 

Melayani Wajib Pajak 

untuk buka blokir dan 

mencetak salinan e-SPPT 

PBB 

Mengetahui cara untuk 

membuka blokir NOP 

PBB-P2 Badan 

Pendapatan Daerah 

Kota Batu 

Bapak Prasetyo dan 

Bapak Mutaqin 

34 

Selasa, 5 Maret 2024 

 

Melayani Wajib Pajak 

untuk mutasi PBB dan 

pembatalan gabungan 

NOP 

Mengetahui cara untuk 

mutasi PBB dan 

pembatalan gabungan 

NOP 

Bapak Prasetyo dan 

Bapak Mutaqin 

35 

Rabu, 6 Maret 2024 

Melayani WP untuk 

konsultasi dan 

menginformasikan terkait 

permasalahan pajak 

Daerah melalui whatsaaP 

Mengetahui berbagai 

jenis permasalahan 

yang dihadapi oleh 

wajib pajak 

Ibu Ririn 

36 

Kamis, 7 Maret 2024 

 

Melayani WP untuk 

mencetak catatan 

Pembayaran dan Salinan 

SPPT PBB 

Mengetahui cara 

mtncetak catatan 

pembayaran dan SPPT 

PBB 

Bapak Prasetyo dan 

Bapak Mutaqin 

37 

Rabu, 8 Maret 2024 

Melayani WP untuk 

mencetakan Surat 

Pelunasan Pembayaran 

PBB yang berstempel 

Mengetahui berkas 

persyaratan untuk 

mengikuti Program 

Pemerintah PTSL 

Ibu Ririn 
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No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

38 

Rabu, 13 Maret 2024 

 

Melayani Wajib Pajk 

pengambilan PST PBB- 

P2 untuk pelayanan buka 

blokir 

Mengetahui cara 

pengambilan berkas 

yang sudah tidak 

terblokir 

Bapak Prasetyo dan 

Bapak Mutaqin 

39 

Kamis, 14 Maret 

2024 

 

Melayani Wajib Pajk 

pengambilan PST PBB- 

P2 untuk pelayanan buka 

blokir 

Mengetahui cara 

pengambilan berkas 

yang sudah tidak 

terblokir 

Bapak Prasetyo dan 

Bapak Mutaqin 

40 

Jumat, 15 Maret 2024 

Melayani WP untuk 

mencetakan Surat 

Pelunasan Pembayaran 

PBB yang berstempel 

Mengetahui berkas 

persyaratan untuk 

mengikuti Program 

Pemerintah PTSL 

Ibu Ririn 

41 

Senin, 18 Maret 2024 

Melakukan rekapitulasi 

daftar SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Daerah ) Pajak Hotel dan 

Pajak BPHTB pada 

bulam Maret 2024 

Mengetahui Data 

Laporan Penerimaan 

Pajak Daerah selama 

bulan Maret tahun 

2024 

Ibu Damayanti 

42 

Selasa , 19 Maret 

2024 

 

Melakukan pencetakan 

nomor PBB untuk 

memberikan tanda PBB 

yang akan diarsipkan 

agar mudah untuk 

pemeriksaan oleh BPK 

Mempermudah untuk 

pengarsipan yang 

sesuai dengan nomor 

dan jenis permasalahan 

PBB-P2 

Ibu Damayanti 

43 

Rabu , 20 Maret 2024 

Melayani WP untuk 

mencetakan Surat 

Pelunasan Pembayaran 

PBB yang berstempel 

Untuk mengikuti 

Program Pemerintah 

PTSL 
Ibu Ririn 
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No 
Waktu 

 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) (e) 

44 

Kamis, 21 Maret 

2024 

 

Melakukan Verifikasi 

fisik dan pengecekan 

SSPD-BPHTB dan 

membantu mengregister 

SK/PBB/SPTT 

Mengetahui cara 

register dan verifikasi 

fisik SSPD-BPHTB 

Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu 

Ibu Damayanti 

45 

Jumat, 22 Maret 2024 

Mencetak Lembar 

Monitoring untuk 

permohonan pengajuan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru 

Mengetahui cara untuk 

menindak lanjuti 

terkait permasalahan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru PBB-P2 

Ibu Damayanti 

46 

Senin, 25 Maret 2024 

Melayani WP untuk 

mencetakan Surat 

Pelunasan Pembayaran 

PBB yang berstempel 

Untuk mengikuti 

Program Pemerintah 

PTSL 
Ibu Ririn 

47 

Selasa, 26 Maret 

2024 

 

Mencetak Lembar 

Monitoring untuk 

permohonan pengajuan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru 

Mengetahui cara untuk 

menindak lanjuti 

terkait permasalahan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru PBB-P2 

Ibu Damayanti 

48 

Rabu, 27 Maret 2024 

Mencetak Lembar 

Monitoring untuk 

permohonan pengajuan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru 

Mengetahui cara untuk 

menindak lanjuti 

terkait permasalahan 

mutasi,pendaftaran hak 

baru PBB-P2 

Ibu Damayanti 
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49 

Kamis, 28 Maret 

2024 

 

Melakukan Verifikasi 

fisik dan pengecekan 

SSPD-BPHTB dan 

membantu mengregister 

SK/PBB/SPTT 

Mengetahui cara 

register dan verifikasi 

fisik SSPD-BPHTB 

Badan Pendapatan 

Daerah Kota Batu 

Ibu Damayanti 
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